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Abstrak 
Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan 
yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai 
penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para 
pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang 
dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat 
mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian sengketa secara 
non litigasi/di luar pengadilan. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS 
melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 19 juli 2024, di halaman Kantor 
Kelurahan Koya Barat serta melakukan pendampingan kepada mitra dalam memberikan pengetahuan tentang 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun luaran dari 
pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah 
ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra 
untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Kata Kunci – alternatif penyelesaian sengketa, UU No. 30 tahun 1999. 
 

Abstract 
This community service is carried out with the title Legal Counseling on Alternative Dispute Resolution from 
the Perspective of Law Number 30 of 1999 in Koya Barat Village, Muara Tami District, Jayapura City, the 
activities carried out for partners are due to cases from partners regarding their lack of understanding regarding 
the resolution of customary land disputes based on applicable laws and regulations and where none of the 
disputing parties want to give in or want to win alone so that with the expertise possessed by the community 
service provider, the legal counseling can be carried out so that the disputing parties can find out about the 
existence of laws and regulations that regulate dispute resolution in a non-litigation/outside the court manner. 
The method of implementing this community service is carried out by applying IPTEKS through lectures and 
discussions held on Friday, July 19, 2024, in the yard of the Koya Barat Village Office and providing assistance 
to partners in providing knowledge about Alternative Dispute Resolution from the Perspective of Law Number 
30 of 1999. The output of this community service is to provide partners with an understanding of the things that 
cause customary land disputes between one village and another and provide legal assistance to partners to resolve 
customary land disputes within the customary law community based on applicable laws and regulations. 
Keywords- alternative dispute resolution, law No. 30 of 1999. 
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PENDAHULUAN 
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, 

sehingga hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Tanah dewasa ini semakin 
meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya keperluan lain yang 
berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga 
dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan jual beli dan sewa 
menyewa. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya 
jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut (Florianus S.P Sangsun, 2008). 

Selain dibutuhkan oleh setiap orang, tanah juga dapat dijadikan objek bisnis, karena 
mempunyai nilai ekonomis, seperti contoh benda berupa tanah itu dapat diperjual belikan, dihibahkan, 
dijadikan jaminan hutang, bahkan manusia diciptakan dari tanah dan ketika meninggalpun 
dikembalikan (dikubur) ke dalam tanah, sesuai hukum kodrat alamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa. Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, 
karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan bahkan lebih 
menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencarian, tempat penguburan 
(Soerojo Wingjodipoero, 1973). 

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi 
antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan 
dan atau status kepemilikan (Nasrun Hipan. et.al, 2018). Sengketa yang timbul dari interaksi sosial 
masyarakat hukum adat, akan diselesaikan secara cepat tanpa membiarkan permasalahan yang 
dialaminya terpendam lama yang akan menyebabkan kristalisasi masalah menjadi masalah yang lebih 
kompleks (Riska Fitriani, 2012). Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik 
kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain: Rakyat berhadapan dengan birokrasi, 
Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara, Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta dan 
Konflik antara rakyat (Maria S.W.Sumardjono, 2005). Hak atas tanah oleh masyarakat adat dikenal 
sebagai “hak ulayat”, yaitu suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat adat karena hukum 
dan budayanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluruh tanah atau yang 
disebut tanah ulayat yang berada dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi 
kelangsungan hidup masyarakat adat. 

Disamping itu, menurut kenyataannya terdapat tiga macam tanah ulayat berdasarkan 
penguasaannya, yaitu : 1) tanah ulayat nagari, 2) tanah ulayat suku, dan 3) tanah ulayat kaum. Dalam Pasal 
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara 
negara untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-
baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Oleh karena itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan 
dalam Pasal 18B ayat (2) (Amandemen kedua) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Begitupun juga dalam Pasal 28I ayat (3) (Amandemen 
Kedua) menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban.” 

Mitra dalam pengabdian ini adalah masyarakat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami 
Kota Jayapura, yang mana sebagian besar dari mereka masih belum memahami tentang penyelesaian 
sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 2 (dua) hal 
menjadi masalah mitra melalui observasi pengabdi sehingga menemukan permasalahan seperti antara 
lain, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat antar 
kampung yang satu dan kampung yang lain, dan bagaimana cara untuk penyelesaian sengketa tanah 
ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
agar memperoleh kepastian hukum. 
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Berdasarkan  beberapa permasalahan tersebut diatas maka pengabdi menganggap penting 
untuk melakukan Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. 

 
METODE 

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui 
ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 19 juli 2024, di halaman Kantor 
Kelurahan Koya Barat serta melakukan pendampingan kepada mitra dalam memberikan pengetahuan 
tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, 
dilaksanakan pada hari jumat tanggal 19 juli 2024 dan diikuti oleh masyarakat setempat. Materi pokok 
yang disampaikan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 

Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat antar 
kampung yang satu dengan kampung yang lain yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal, dimana 
faktor Internalnya karena para pihak yang bersengketa yaitu mau menang sendiri, masing-masing 
tetap bersikeras untuk mempertahankan miliknya, sama-sama merasa benar karena memiliki objek 
yang disengketakan, para pihak yang bersengketa kurang mengetahui atau memahami dengan jelas 
mengenai setiap batas-batas tanah ulayat dari setiap suku atau marga, dan ada para pihak yang 
bersengketa tidak hadir pada saat musyawarah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat dengan dihadiri 
kepala kampung/lurah/Camat dan juga masyarakat adat setempat. Sedangkan faktor eksternalnya 
yaitu adanya campur tangan pihak ketiga yang juga bukan merupakan pemilik dari tanah ulayat yang 
disengketakan tetapi ikut mencampuri dengan memberikan kesaksian palsu tentang asal usul dari 
tanah atau objek yang di sengketakan maka otomatis akan memperkeruh keadaan bagi para pihak 
yang bersengketa, perubahan kepemimpinan adat, hubungan kekerabatan yang renggang, perubahan 
nilai tanah dari sosial ke ekonomi, sejarah tanah (asal-usul) dan batas tanah yang tidak jelas. 

Secara umum, penangan mengenai sengketa dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, 
Penyelesaian melalui litigasi (Pengadilan) dan Penyelesaian melalui non litigasi (Di luar Pengadilan). 
Kedua pihak yang bersengketa dapat memilih jalur mana yang akan diambil dalam penyelesaian 
masalah mereka, karena perkara pertanahan tidak hanya sebatas perkara pidana, hak keperdataan, dan 
Tata usaha negara, bahkan di peradilan agama pun (Seperti misalnya sengketa tanah warisan dan 
tanah wakaf) juga ada. Sehingga pihak bersengketa berhak dengan leluasa memilih bagaimanakah 
penanganan masalah yang dialami : 
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui 

pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa 
yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur 
dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa 
di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk 
mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa 
melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Dimas Kurniawan Figna, 2011). 
Dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa tanah sudah pasti akan lebih baik mengutamakan 
pencegahan (Preventif) dari pada menyelesaikan (Represif) artinya pada saat melakukan pembelian 
atau melakukan prosedur pendaftaran tanah harus dilakukan secara selektif, dengan mengecek 
kepemilikan pada instansi terkait. Namun ada saja kemungkinan masalah yang muncul akibat cacat 
administrasi dan pengecekan yang kurang akurat.Sehingga tidak dapat dibukti kebenaran data 
yang ada, disinilah terjadi sengketa dan sudah menjaddi tanggung jawab pemerintah untuk 
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menyelesaikannya.Pemerintah memang mempunyai tugas pokok untuk melakukan pencegahan 
terjadinya tumpeng tindih atau permasalahan pertanahan yang lainnya.Usaha pencegahan ini 
diantaranya dengan ketegasan memberlakukan ketentuan dalam penerapan hukum 
pertanahan.Pengadilan merupakan wadah untuk mencari keadilan untuk semua permasalah 
perselisihan hukum, termasuk perselisihan pertanahan.Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
pengadilan tidak bisa menolak semua gugatan yang diajukan oleh para pihak dengan alasan 
apapun. 

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi. Penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi, kita telah 
mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang 
dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa 
di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian 
sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa Laura Nader dan Harry Todd, 
mengemukakan beberapa alternative untuk prosedur penyelesaian sengketa yang ada dalam 
masyarakat (Nader dan Todd, 1993) yaitu : 
a. Mediasi (mediation), pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat untuk 

menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini tidak dapat ditentukan oleh kedua pihak yang 
bersengketa, atau ditunjuk oleh yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua 
pihak, atau karena ditunjuk oleh yang mempunyai kekuasaan, kedua pihak yang bersengketa 
harus setuju bahwa jasa-jasa dari seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari 
pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja ada tokoh-tokoh yang berperan 
sebagai mediator, juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim. 

b. Arbitrase (arbitration), dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara 
pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula setelah setuju bahwa mereka akan menerima 
keputusan dari arbitrator itu. 

c. Perundingan (negotiation), dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. 
Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat, 
tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua pihak berupaya untuk saling 
meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan 
bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada. 

d. Paksaan (coercion), satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain. Ini bersifat unilateral. 
Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada 
umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai. 

e. Membiarkan saja (lumping it), pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam 
upaya untuk menekan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja 
masalah atau isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya 
dengan pihak yang dirasakannya merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan 
seperti kurangnya informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan itu ke 
pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan, atau sengaja tidak di proses ke pengadilan 
karena diperkirakan bahwa kerugian lebih besar dari keuntungannya (dalam arti materiil 
maupun kejiwaan). 

f. Mengelak (avoidance), pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-
hubungan dengan pihak yang dirugikan, memilih untuk sama sekali untuk menghentikan 
hubungan tersebut . Misalnya dalam hubungan bisnis, hal semacam ini dapat terjadi. Dengan 
mengelak, maka isu yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pada 
pemecahan pertama, di mana hubungan-hubungan berlansung terus, isu saja yang di anggap 
selesai, dalam hal bentuk kedua ini pihak yang dirugikan mengelakkannya. Pada bentuk satu, 
hubungam-hubungan tetap diteruskan, pada bentuk kedua hubungan dapat di hentikan untuk 
sebagaian atau untuk seluruhnya 
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g. Peradilan (adjudication), di sini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri 
pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak 
membuat keputusan dan menegakan keputusan itu artinya berupaya bahwa keputusan 
dilaksanakan 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 
Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Kelurahan Koya Barat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. 
Lokasi pengabdian bersama masyarakat di Kelurahan Koya Barat 

Hal yang menghambat: 
1. Tim Pengabdi harus beberapa kali mengulang penjelasan mengenai penyelesaian sengketa 

alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang 
Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini dimaklumi, 
karena beberapa peserta berpendidikan sekolah menengah umum kebawah. 

2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang agak terlambat dikarenakan masih menunggu beberapa 
warga dan menyesuaikan dengan jam kerja warga yang beragam. 

Hal yang mendukung: 
1) Kepala Kelurahan Koya Barat memberikan respon positif dan memfasilitasi Tim Pengabdian 

dengan masyarakat setempat. 
2) Masyarakat setempat sangat antusias dan terbuka untuk menerima informasi yang disampaian 

oleh tim pengabdian, hal ini terlihat dengan cukup banyak warga yang bertanya sehingga suasana 
diskusi lebih aktif. 
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KESIMPULAN 
Melalui kegiatan pengabdian Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota 
Jayapura, pada awalnya terlihat masih kurang minat masyarakat setempat karena kurangnya 
pengetahuan tentang ilmu hukum, setelah masyarakat setempat mengikuti sosialisasi dan 
pendampingan oleh tim pengabdian, maka mitra mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya 
penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh 
karena itu Pemerintah Kota Jayapura perlu melakukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut 
terhadap masyarakat di Kelurahan Koya Barat mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga perlu adanya kerjasama antara 
masyarakat dengan Pemerintah Daerah/Kota/Kabupaten dengan melakukan kampanye tentang 
pentingnya penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh kepastian hukum. 
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Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, dalam proses pelaksanaan 
pengabdian bagi masyarakat di Kelurahan Koya Barat ini, dalam proses pelaksanaan pengabdian bagi 
masyarakat ini banyak pihak yang telah terlibat melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan 
terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua dan Staf LPPM yang membantu proses administrasi 
pencairan dana pengabdian dan semua pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan 
pengabdian ini juga dalam pembuatan laporan akhir pengabdian ini. Kami juga menyadari masih 
banyak kekurangan dalam penyelesaian laporan akhir pengabdian ini. Besar harapan kami pengabdian 
ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan terlebih khusus bagi masyarakat di Kelurahan Koya 
Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang menjadi tempat pengabdian kami. 
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